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ABSTRAK 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Pajak 

Pertambahan Nilai dalam perusahaan dan bagaimana dampak penerapan Pajak 

Pertambahan Nilai ini bagi perusahaan. Subyek penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah PT Rahmat Jaya Perkasa. Metode digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskrptif. Obyek yang digunakan adalah laporan keuangan dan 

SPT Masa PPN PT Rahmat Jaya Perkasa tahun 2015. Metode yang digunakan 

dalam mengumpulkan data adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT Rahmat Jaya Perkasa telah 

melakukan prosedur Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan UU No. 42 

Tahun 2009, namun masih ada kendala dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai 

terutang dikarenakan kondisi keuangan perusahaan. 

 

Kata kunci : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Masukan, Pajak Keluaran. 

 

ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to know how the role of value added tax in the 

company and how it impacts for the company. The subject of this research is PT 

Rahmat Jaya Perkasa. The method used in this research is descriptive method. The 

objects used are financial statement and SPT Masa PPN PT Rahmat Jaya Perkasa 

during 2015. Data collected by interview, observation, and documentation. The 

result shows that PT Rahmat Jaya Perkasa has conducted value added tax 

procedure in accordance with UU No. 42 year 2009, but there are still obstacles in 

this payment of value added tax due to the company’s financial condition. 

 

Keyword : Value Added Tax (VAT), VAT In, VAT Out.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. PERMASALAHAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dilihat bahwa sumber 

pendapatan terbesar negara adalah dari penerimaan perpajakan. Bahkan dari total 

pendapatan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

tahun 2017, yaitu sebesar 1.750,3 triliun rupiah, penerimaan dari sektor pajak 

adalah sebesar 1.498,9 triliun rupiah atau dalam persentasenya adalah 85,6% dari 

total keseluruhan sumber pendapatan negara.  

Berikut ini adalah gambar postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) tahun 2017 menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia: 

Gambar 1.1 

Postur APBN 2017 

 

Sumber: www.kemenkeu.go.id/APBN2017 
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Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan negara untuk membiayai setiap 

anggaran belanjanya melalui aspek perpajakan sangat tinggi. Oleh sebab itu, 

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban 

perpajakannya sangat penting untuk dimiliki oleh setiap Wajib Pajak yang ada. 

Penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

tahun 2017 sebesar 1.498,9 triliun rupiah dijabarkan oleh Direktorat Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Direktorat Jendral Anggaran sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1 

Sumber Penerimaan APBN 2017 

 

Sumber: www.anggaran.depkeu.go.id/ 

I. Penerimaan Dalam Negeri 1.750,30

1.498,90

1.464,80

787,70

493,90

17,30

0

157,20

8,70

34,00

33,70

0,30

250,00

86,90

41,00

84,40

37,60

II. Hibah 1,40

Jumlah 1.750,30

Penerimaan Bukan Pajak

Penerimaan Sumber Daya Alam

Bagian laba BUMN

Penerimaan Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Badan Layanan Umum

APBN 2017

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Cukai

Pajak Lainnya

Pajak Perdagangan Internasional 

Bea Masuk

Pajak Ekspor

Sumber Penerimaan

Penerimaan Perpajakan

Pajak Dalam Negeri

Pajak Penghasilan

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Bumi dan Bangunan 
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Berdasarkan tabel sebelumnya, dapat dilihat bahwa Pajak Pertambahan Nilai 

memberikan kontribusi terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan.  

Sesuai dengan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan (KUP), “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, 

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai 

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.”. Baik Wajib Pajak orang pribadi maupun badan, keduanya 

memiliki kewajiban perpajakan yang sama di dalam hukum. Wajib Pajak 

menyetorkan kewajiban perpajakannya kepada negara agar dapat mendorong 

kemajuan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional negara tersebut. 

Dalam praktiknya di Indonesia, Wajib Pajak diberikan wewenang, 

kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Hal ini 

terjadi karena sistem pemungutan pajak yang berlaku di negara ini adalah self 

assessment system. Negara memberikan kepercayaan dan kewenangan penuh 

kepada setiap Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP).  

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas setiap 

pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke 

konsumen (Utomo, Setiawanta & Yulianto, 2011). Berdasarkan ketentuan dalam 

Pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai 

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, terutangnya Pajak 

Pertambahan Nilai terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau 

jasa kena pajak (JKP), impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP 

dari luar Daerah Pabean, ekspor BKP dan/atau JKP. Karena Pajak Pertambahan 

Nilai merupakan pajak objektif, jadi kewajiban membayar pajak hanya ditentukan 

oleh kondisi faktor obyektifnya tanpa mempertimbangkan kondisi subyektif dari 

subyek pajak tersebut.  

Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (single 

tariff), yaitu sepuluh persen untuk penyerahan dalam negeri dan nol persen untuk 

ekspor BKP. Sebelum barang atau jasa sampai pada tingkat konsumen, Pajak 
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Pertambahan Nilai sudah dikenakan pada setiap tingkat mata rantai jalur produksi 

maupun jalur distribusi. Meskipun demikian, pemungutan secara bertingkat ini 

tidak menimbulkan efek ganda (cascade effect) karena adanya metode perolehan 

kembali pajak yang telah dibayar (kredit pajak) oleh Pengusaha Kena Pajak 

sehingga persentase beban pajak yang dipikul oleh konsumen tetap sama dengan 

tarif pajak yang berlaku (Sukardji, 2015, h.41). Oleh karena itu, dapat dikatakan 

bahwa panjang atau pendeknya jalur produksi maupun distribusi tidak 

memengaruhi persentase beban pajak yang dipikul oleh konsumen. 

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pengusaha Kena Pajak  

harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak 

dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai 

dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP). 

Melalui Pajak Pertambahan Nilai, diharapkan mampu memenuhi kecukupan 

dana untuk membiayai kebutuhan dan juga hutang negara agar terciptanya 

pertumbuhan ekonomi yang baik dalam negara tersebut. 

Pengusaha sebagai salah satu subjek Pajak Pertambahan Nilai merasa 

pungutan yang diambil oleh Pemerintah atas barang dan/atau jasa yang ada 

membebani mereka dalam menjalankan transaksi. Kewajiban mereka untuk 

membayarkan lebih 10% atas barang dan/atau jasa yang mereka peroleh membuat 

kondisi keuangan mereka semakin menurun dan mereka harus mengurangi porsi 

nilai uang atas kebutuhan lainnya karena nilai uang yang mereka miliki berkurang 

untuk membayar beban pajak yang ada. 

Kondisi-kondisi subyektif seperti inilah yang kurang diperhatikan oleh 

Pemerintah dalam menetapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai membuat 

masyarakat, dalam hal ini Wajib Pajak, mengalami kesulitan. 

Kompas.com pada tanggal 17 Maret 2011 menerbitkan berita mengenai salah 

satu direktur PT Sinar Terang Sentosa Jaya yang dijatuhi vonis hukuman dua tahun 

penjara dan denda sebesar satu miliar rupiah. Hal ini disebabkan karena perusahaan 

tersebut sengaja didirikan dengan maksud memperoleh restitusi Pajak Pertambahan 

Nilai dengan menyampaikan SPT secara tidak benar. Tidak hanya itu saja, di Jambi 

media elektronik Kompas.com ini juga menerbitkan berita mengenai PT NH yang 
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diduga tidak membayarkan Pajak Pertambahan Nilai atas seluruh penjualan produk-

produk yang dijualnya kepada konsumen selama tiga tahun terakhir hingga 

mencapai empat puluh lima miliar rupiah. 

Selain Jambi dan Jakarta, di Makassar, Sulawesi Selatan juga terjadi kasus 

penyelewengan pajak yang dilakukan oleh PT PPS yang merupakan perusahaan 

percetakan. Mengutip Kompas.com (2013, 22 Oktober), “. . . diduga 

menyelewengkan pajak. Modus yang mereka gunakan adalah tidak melaporkan 

surat pemberitahuan (SPT) pajak dan tidak menyetorkan ke kas negara atas PPN 

yang dipotong atau dipungut.”. 

Saat ini di tahun 2017, kasus mengenai Pajak Pertambahan Nilai masih 

terjadi. Salah satunya kasus mengenai direktur PT Eka Prima Ekspor Indonesia, 

Ramapanicker Rajamohanan Nair yang telah menyuap Direktorat Jendral Pajak 

Kementrian Keuangan, Handang Soekarno agar dapat mempercepat penyelesaian 

permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP tersebut. Permasalahan pajak yang 

dihadapi PT EKP salah satunya adalah mengenai tunggakan Pajak Pertambahan 

Nilai sebesar Rp 52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014 dan Rp 26,4 miliar 

untuk masa pajak Desember 2015 (JawaPos.com, 2017, 13 Februari). Bahkan pada 

bulan Maret 2017, JawaPos.com menerbitkan berita mengenai seorang pengusaha 

asal Jawa Barat yang harus mendekam dalam Lembaga Permasyarakatan (LP) 

Nusakambangan, Jawa Tengah dikarenakan tidak mau membayar denda pajak 

sebesar enam miliar rupiah. 

Realita banyaknya pengusaha yang enggan membayar Pajak Pertambahan 

Nilai rata-rata dikarenakan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang cukup 

besar untuk dibayarkan. Mampu atau tidaknya perusahaan membayar pajak dapat 

dilihat dan diukur dari laporan keuangan perusahaan tersebut.  

PT Rahmat Jaya Perkasa adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam 

bidang perdagangan keramik. Berdasarkan kegiatan usaha PT Rahmat Jaya Perkasa 

sebagai distributor keramik untuk wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, 

proses penyerahan barang atas pembelian maupun penjualan keramik merupakan 

obyek Pajak Pertambahan Nilai. Kewajiban PT Rahmat Jaya Perkasa sebagai 

Pengusaha Kena Pajak, harus membayarkan beban pajak kepada pemerintah atas 
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hasil penjualannya saat barang atau jasa tersebut diserahkan walaupun kondisinya 

pengusaha belum mendapatkan imbalan atau pemasukan atas penjualannya.  

Melihat kondisi ini, peneliti kemudian merasa tertarik untuk menggali lebih 

dalam atas permasalahan yang terjadi di perusahaan tersebut. Untuk itu, peneliti 

kemudian memberi judul pada penelitian ini, yaitu “ANALISIS PENERAPAN 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. RAHMAT JAYA 

PERKASA”. 

2. Identifikasi Masalah 

PT. Rahmat Jaya Perkasa menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar 

Akuntansi Keuangan yang berlaku, akan tetapi untuk perhitungan Pajak 

Pertambahan Nilai harus disesuaikan dengan Undang-Undang Perpajakan yang 

berlaku. Perusahaan ini telah melakukan mekanisme pengkreditan pajak masukan 

terhadap pajak keluaran untuk menentukan Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai 

dengan periode saat diakuinya pendapatan atas penyerahan barang kena pajak. Oleh 

karena itu, identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi: 

a. Pajak Pertambahan Nilai dan 

b. Laporan Keuangan. 

3. Batasan Masalah 

Berkaitan dengan judul penelitian, maka perlu diberikan definisi dari konsep-

konsep dalam judul agar terdapat persamaan persepsi. Hal-hal yang berkaitan 

dengan judul dalam skripsi ini adalah: 

a. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap 

pertambahan nilai dari barang dalam peredarannya dari produsen ke 

konsumen. 

b. Nilai tambah adalah semua faktor produksi yang timbul di setiap 

jalur peredaran suatu barang, meliputi bunga, sewa, upah kerja, 

termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba. 

c. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh 

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena 

Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. 
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d. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena 

Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini. 

e. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya 

sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang 

Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau 

pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah 

Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah 

Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. 

f. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib 

dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan 

Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang 

Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, 

dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. 

g. Laporan Keuangan merupakan laporan yang terdiri atas Laporan 

Hasil Usaha (Laba Rugi), Laporan Perubahan Modal, dan Neraca 

yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan.  

Agar pembahasan yang diteliti lebih terarah dan terfokus dengan baik, maka 

pembahasan yang ada dalam penelitian ini perlu dibatasi ruang lingkupnya. 

Penelitian ini hanya mencakup transaksi, Laporan Keuangan PT. Rahmat Jaya 

Perkasa tahun 2015, Laporan Pembelian tahun 2015, Laporan Penjualan tahun 

2015, SPT Masa PPN tahun 2015, dan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM). 

4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Rahmat Jaya 

Perkasa? 

b. Bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang dan 

penyajiannya dalam Laporan Keuangan PT. Rahmat Jaya Perkasa? 
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c. Apakah Pajak Pertambahan Nilai memberatkan PT. Rahmat Jaya 

Perkasa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai Wajib 

Pajak badan? 

B. TUJUAN DAN MANFAAT 

1. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai di PT. 

Rahmat Jaya Perkasa. 

b. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang 

dan penyajiannya dalam Laporan Keuangan PT. Rahmat Jaya 

Perkasa. 

c. Untuk mengetahui kondisi kemampuan PT. Rahmat Jaya Perkasa 

dalam membayarkan Pajak Pertambahan Nilai sebagai bentuk 

pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak badan. 

2. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat bagi Pengembangan Ilmu 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

menambah wawasan bagi pembaca untuk pengembangan ilmu, 

memberikan sumbangan pemikiran, dan dapat dijadikan bahan 

referensi untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan Pajak 

Pertambahan Nilai dan penerapannya bagi Wajib Pajak badan di 

Indonesia. 

b. Manfaat Operasional 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

bermanfaat bagi petugas pajak (fiskus) dan juga pemerintah sebagai 

bahan masukan mengenai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai yang 

adil dan tepat bagi setiap warga negara dan sesuai dengan prinsip 

laba yang dikerjakan oleh pengusaha sehingga baik Pemerintah 

maupun Wajib Pajak sama-sama memiliki rasa sukarela dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan ini. 
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